BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan Produksi.
Izin. Usaha. Perpanjangan. Tatacara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: P. 52/Menhut-11/2008
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA
HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a bahwaberdasarkan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diamanatkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan perpanjangan izin diatur oleh Menteri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan
Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasl
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah bebergpa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presden Republik Indonesa Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007,

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
602/Kpts-11/1998 jo. Nomor 622/Kpts-11/1999 tentang
Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan,
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.13/Menhut-
[1/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen
Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali  diubah,
terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-11/2008.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM
HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PADA HUTAN PRODUKS!.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (ITUPHHK -
HA) pada Hutan Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan
produks melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan,
pemeliharaan dan pemasaran.

Perpanjangan IUPHHK-HA adalah pemberian perpanjangan bagi
pemegang lUPHHK-HA yang jangka waktunya telah berakhir.

luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang
dikenakan kepada pemegang izin usaha sebagai pengganti nilai intrinsk
dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang Bina Produks Kehutanan.

Dinas Provins adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan di wilayah provinsi.

Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota.
BAB Il
TATA CARA DAN PERSY ARATAN
Pasal 2

Perpanjangan IUPHHK-HA dapat dimohon oleh pemegang izin yang jangka
waktu izinnya akan berakhir.

Pasal 3

(1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA digjukan paling lambat 2 (dua)

tahun sebelum tanggal berakhirnyaizin.
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(2) Permohonan perpanjangan I[UPHHK-HA dilampiri  kelengkapan
persyaratan dan digukan oleh pemegang izin‘hak kepada Menteri
K ehutanan dengan tembusan kepada :

3)

(1)

a

@ * o a0 T

Sekretaris Jenderal;

Direktur Jenderal;

Kepala Badan Planologi Kehutanan;
Gubernur;

Bupati/Walikota;

Kepala Dinas Proving; dan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Terhadap permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang digjukan setelah
melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menerbitkan surat yang beris penolakan permohonan perpanjangan
IUPHHK-HA dan pemberitahuan hapusnyaizin.

Pasal 4

Persyaratan  permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

a

Rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan teknis
bupati/walikota setempat;

b. Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;

Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewagjiban-kewajiban
finansia di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) dan Dana Reboisas (DR) serta kewajiban finansia
lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

Laporan keuangan perusahaan pemegang |UPHHK-HA untuk 5 (lima)
tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntans
Kehutanan;

Peta lokas areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1 :
100.000; dan

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolus
minima 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun
terakhir.
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